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ABSTRAK

Nur Fitrah Sahrani D (Nim. E0T1201028) " Studi Enkulturasi Undang-Undang Nomor
45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pada Nelayan Galesong utara™ 5.1, Departemen
Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan llmu Politik, Universitas Hasanuddin.
Dibawah bimbingan oleh Prof.Dr. Ansar Arifin, MS dan lcha Musywirah Hamka,
5.S0s, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui tentang enkulivras Undang-undang nomaor 45
tahun 2009 tentang Perkanan pada nelayan di Desa Tamasaju. Jenis panalitian kualitatif
dengan menggunakan pendekatan Etnograli. Teknik penenfuan informan yang
digunakan ialah teknik purposive (sengajal, yang dilakukan di Desa Tamasaju
Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penglitian ini yaitu dengan wawancara mendalam, pengamatan
jobaservasi), studi literatur, dan dokumentasi. Hasil panalitian ini menunjukan bahwa
pengatahuan masyarakat nelayan di Desa Tamasaju mangenai Undang-Undang nomor
45 tahun 20089 tentang perikanan ini sangat beragam mulai dari nalayan yang
mengetahui adanya Undang-Undang ini dan konsekueansi yang terjadi bila melanggar
aburan ini namun tetap mampertahankan mamakai alat tangkapnya hingga nelayan yang
sama sekali tidak mengetahui bahwa ada Undang-Undamg seperti ini. Dengan
pengatahuan meanganai Undang-undang nomor 45 tahun 2008 yang sangal baragam
cara manjalankan, mematuhi serta memperahankan Undang-undang ini juga sangat
beragam. Sera Dampak dan adanya Undang-undang ini terhadap tingkat pendapatan
nelayan i tetap sama saparti ada dan tidak adanya ini UU karena nelayan mearasa
tingkat pendapatan terganfung dari rejeki dan kebaruntungan.

Kata kunci : Enkulturasi, Undang-Undang nomor 45 {ahun 2008, Melayan



ABSTRACT

Nur Fitrah Sahrani D (Nim. E0T1201026) "Enculturation Study of Law Mumber 45 of
2009 concerning Fisheries in Morth Galesong Fisherman" S.1, Department of
Anthropology, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.
Under the guidance of Prof.Dr. Ansar Arifin, MS and lcha Musywirah Hamka, 5.
Sos, M. Si

This research aims to find out about the enculturaton of Law number 45 of 2000
concerning Fisheries among fishermen groups in Tamasaju Village. This type of
gualitative research uses an ethnographic approach. The technigue for determining
informants used was a purpoasive technigqua, which was carried out in Tamasaju Villagsa,
Maorth alesong District, Takalar Regency. The data collection tachniquas used in this
raesearch are in-depth interviews, observations, literature studies, and documentation.
The results of this research show that the knowledge of the fishing commumify in
Tamasaju Village regarding Law number 45 of 2008 conceming fisharies is very diversa,
starting from fisharmen who know abouwt the existence of this Law and the consaquences
that occur if they violate this rule but still continue o use their fishing gear to fisharmean.
who had absolutely no idea that a law like this existed. With knowledge of Law number
45 af 2009, there ara vary vanous ways to implameant, comply with and maintain this Law.
And the impact of the existence of this law on fisherman's income levels remains tha
same as in the presance or absance of this law because fisharmen feal that theair income
level depends on good forfune and luck.

Keywords: Enculuration, Law number 45 of 2008, Fisharmean
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberagaman bangsa Indonesia yang felah menjadikannya wnik
sebagai sebuah negara yang besar menjadikan Indonesia menjadi tempat
berkumpulnya berbagai macam pandangan-pandangan dan aliran-aliran yang
juga melahirkan keberagaman tarmasuk kebudayaan. Antropolog terkemuka,
yaitu Mealville J. Herkovits dan Bronislaw Malinowski, mengemukakan bahwa
Culiural Determinism berarti segala sesuatu yang terdapat di dalam
masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat
itu. Sebagaimana halnya bahwa masyarakat adalah orang yang hidup bersama
dan akan manghasilkan kebudayaan. Masyarakat yang hidup bersama dalam
kurun tereniu akan mencipiakan kebudayaan dan terus-menares akan
berlangsung dari generasi ke ganerasi selanjuinya, seperi yang dikatakan olah
Hearkovits yang memandang kebudayan sebagai sesuatu yang supar-arganic
karena kebudayaan yang turun t&@murun dan genarasi ke genarasi tetap hidup
terus, walaupun orang-orang yang menjadi anggola masyarakat senantiasa
silih barganti disebabkan kematian dan kelahiran (Zulkhaern Mualif, 2020:1-2)

Dralam kehidupan masyarakat tentunya terdapat suatu sistem yang
meanyababkan barlangsungnya kahidupan agar bartahan, salah satunya adalah
sistemn adat. Adat dapat dibagi lebih khwesus dalam empat tingkat, ialah timgkat
nilai budaya, tingkat norma-narma, tingkat hukum dan tingkat aturan khusws.
Terlabih aturan atau hukum yang diterapkan aleh masyarakat pesisir dalam
menjaga lingkungan lBubnya (Zulkhaan Mualif, 20200

Berbicara menganai pesisir tantu saja fidak terlepas darn akfivitas
nelayan yang ada disana. Melayan adalah seseorang atau sekelompok orang
yang menggantungkan hidupnya pada hasil-hasil laut. Melayan didalam
ensiklopedia Indonesia digolongkan sebagai kerja, yaitu crang-orang yang
secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung
maupun fidak langsung sebagai mata pencaharian. Dalam kamus besar
bahasa Indonesia pengertian nelayan adalah orang yang mata pencaharian
utama dan usaha menangkap ikan dilaut sebagai sumber panghidupan.
Melayan adalah penduduk desa atau pantai yang memanfaatkan perairan laut
sebapai sumber penghidupan. Kelompok nalayan memiliki paran peanting dalam
menyadiakan sumber protein dan mata pencaharian bagi masyarakat. Di
Indonesia, terdapat sekitar 2.7 juta nelayan yang menggantungkan hidupnya
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pada sektor parikanan. Dalam proses penangkapan ikan sebagian nelayan

menggunakan alat tangkap yang masih tradisional dan sebagiannya juga
menggunakan alat tangkap yang modern (Allatah Yusron Azis, 2021)

D era modern ini pangelolaan dan panangkapan kan di lengkapi
dengan peralatan yang cukup modam, hanya sebagian kedil saja yang masih
melakukan penangkapan secara tradisional. Namun dampak yang cukup
dirasakan dari kegiatan pangelolaan tersebut adalah pengaruhnya terhadap
ekosistemn/lingkungan  laut, terutama apabila pengelolaanya tanpa
memparhatikan ketentuan dan persyaratan yang diwajibkan. S&lama ini cara-
cara yang dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan telah
merusak lingkungan. Kegiatan penangkapan ikan dilaksanakan nelayan
contohnya nelayan mamakai bahan peledak, memakai bahan barbahaya dan
memakai alat-alat lain, ini sebenarmya tidak sesuai dengan etika dalam
menangkap ikan. Kegiatan semacam ini hanya akan menimbulkan pengaruh
yang buruk bagi ekosistem laut, namun keuntungan yang besar bisa di dapat
bagi kaum nelayan (Kusnadi, 2009).

Kegiatan penangkapan ikan yang menimbulkan penganeh buorok
ferhadap ekosistem laut juga terjadi di Galesong utara, Kabupaten Takalar,
Sulawesi Selatan. Kabuwpaten Takalar adalah sebuah kabupaten di prowinsi
Sulawesi Salatan, Indonesia. lbu kofanya terletak di Kota Takalar yvang terdini
dari delapan kecamatan yaitu Pattallassang, Polongbangkeng Salatan,
Folongbangkeng LWMara, Galesong, Galesong 5Selatan, (Galesong Utara,
Mappakasunggu, Manggarabombang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah
566 51 km® dan berpenduduk sebanyak +250.000 jiwa. Secara asironamis,
Kabupaten Takalar terlelak antara 5030° — 5038° Lintang Selatan dan 118022’
— 11903% Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Takalar
memiliki batas — baias: di sebelah timur, barbatasan Kabupaten Gowa dan
Jensponto. Di sebelah utara, berbatasan dengan HKabupaten Gowa.
Sedangkan di sebalah barat dan selatan dibatasi clah Selat Makassar dan Laut
Flores. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar adalah
Galasong Wiara. Galesong wtara adalah sebuah kecamatandi Kabupatan
Takalar. Luas wilayahnya adalah 15,11 km? yang terbagi menjadi 9 desa dan 1
kalurahan. Kecamatan Galesong Wara memiliki kawasan lahan terbangun
yang dipengaruhi olah kawasan bisnis dan pariwisata terpadu Kota Makassar.
Wilayah Kecamatan Galesong \Mara terletak di pesisir barat Kabupaten
Takalar.

Alat tangkap terlarang yang dipakai oleh masyarakat nelayan
Galesong Utara diantaranya adalah canfrang, pukat harimau, dan bom ikan.
Praktek penangkapan ikan seperti ini terus dilakukan pamberantasan oleh
pihak kepalisian {barbagai usaha pemenntah mangatur cantrang, 2018). Hasil
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fangkapan trawd dan cantrang tidak selektif dangan kompasisi hasil tangkapan

yang meanangkap samua ukuran ikan, udang kepiting, seria biota lainnya. Biota-
biota yang balum matang gonad dan meamijah yang ikut teriangkap tidak dapat
berkembang biak manghasilkan individu ban. Kondisi ini menyebabkan daplasi
stok atau pengurangan stok sumber daya ikan, hasil tangkapan akan semakin
berkurang, pengoperasian frawl dan cantrang yang mengeruk dasar parairan
dalam dan pesisir fanpa terkecuali terumbu karang dan merusak lokasi
pemijahan biota |awt. Meskipun Cantrang meanghindari Terumbu Karang, tetapi
kalompaoak-kelompok kel karang hidup yang berada didasar perairan akan ikuf
fersapu. berbicara tentaryg Pukat hela dan pukat tarik maka tidak asing didengar
oleh para Malayan yang ada di Galesong Utara, Pukat Hela dan Pukat Tarik
adalah alat tangkap yang sudah lama di gunakan oleh nelayan. Cantrang di
Galesong WMara dikenal dengan nama Rere’. Rerg’ biasa digunakan aleh
masyarakat Melayan kama merupakan sebagai upaya meéningkatkan hasil
tangkapan. Rere' sudah dianggap sabagai alal tangkap kerakyatan. Walaupun
sudah ada Peraturan Menter Kelautan tentang larangan penggunaan pukat
hela dan pukat farik tetapi Nelayan masih menggunakan alat tangkap yang
dilarang.

Dengan banyaknya aktvitas-aktiviias nelayan yang fidak
mengindahkan lingkungan maka pemerintah mengeluarkan suaiu kebijakan
perafuran perundang-undangan ataw peraturan pemeriniah - menganai
pengealalaan lingkungan agar masyarakat terkhusus nelayan dapal mengetahui
bagaimana cara mengéalala lingkwngan hidup yang baik dan benar. Salah satu
UL yang mearujuk pada lingkungan hidup yaitu UU Nomor 45 Tahun 2009
Tentang Perikanan pada pasal 85 yvang berbunyi “Setiap orang yang dengan
sengaja memiliki, menguasai, membawa, danfatau menggunakan alat
penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mangganggu
dan memsak kebarlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan  di
wilayah pengelolaan parikanan Megara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama &
{lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”
Penarapan Undang-undang ini pada nelayan, dapat dikaji dengan
menggunakan konsep eankulurasi. Enkulturasi adalah pembudayaan (dalam
bahasa inggris digunakan istilah institutioralization).

Froses enkuliurasi adalah proses seorang individu mempelajar dan
menyasuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat, sistem norma, dan
peraturanyang hidup dalam kebudayaannya. Enkulturasi UU nomar 45 tahun
2009 tentang perikanan adalah proses peranaman nilai-nilai dan norma
kapada kelompok nalayan. Hal ini barujuan agar kelompok nalayan memahami
dan menaati peraturan lingkungan hidup dalam meanjalankan aktivitasnya.
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Fada dasarnya ftopik suatu Enkulturasi UU nomor 45 tahun 2009
sebenamya juga permah menjadi fokus penelitian aleh beberapa penalifi
sebalumnya. Seperti, Perfama, karya panalitian Andi Husnul Hatimah (2022)
dalam skripsinya yang berudul Implementasi fungsi pangawasan dewan
perwakian rakyat daerah dalam pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten
Wajo nomaor 4 tahun 2012 tentang pengelolaan sumber daya perikanan di
kabupaten wajo memberikan deskripsi bagaimana implementasi fungsi
pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Peraturan Dasrah Momor 4 Tahun
201 2 tantang Pengealalaan Sumber daya Perikanan di Kabupaten Wajo bahwa
dalam menjalankan fungsi pengawasan dar anggoia DPRD  dalam
pelaksanaan paraturan dasrah Kabupaten Wajo nomor 4 tabiun 2012 tentang
pengalalaan sumber daya perikanan di Kabupaten Wajo ditemukan bahwa
belum maksimalnya kemampuan anggota DPRD dalam keilmuan lagal
drafting, kurang adanya konsuliasi publik sehingga masyarakat kurang
berpartisipasi dalam pembuatan perda yang partispatif, belum ada sanksi
fegas ferkait pelanggaran Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengalolaan
Sumber Daya Perikanan di Kabupatan Wajo sehingga masyarakat seringkali
melakukan pelanggaran.

Kedua, karya penelitian Tia Lestan (2018) dalam skripsinya yang
berjudul dampak peraturan menteri kalaufan dan perikanan no 2 tahun (2015)
fentang pelarangan penggunaan alat tangkap ikan cantramg terhadap
pendapatan nelayan di kelurahan pematang pasir kecamatan teluk nibung
kota tanjung balai mam bearikan deskripsi bagaimana dampak yang ditimbulkan
dari diberlakukannya PP menteri kalautan dan perikanan no. 2 tahun 2015
fentang pelarangan penggunaan alat tangkap ikan cantarang terhadap
pendapatan nelayan. Pemberlakuan Permen KPP No 2 Tahun 2015 dapat
mengurangi hasil tangkapan ikan yang manurun sehingga berdampak pada
pendapatan nalayan.

Keatiga, karya penelitian Ananda Murafifah Angraeni (2021) dalam
jumalinya yang berjudul Implemeaniasi Penegakan Hukum Pidana terhadap
Praktik Nlegal Fishing di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan UU Mo. 45
Tahun (2021)teniang Perubahan UU Mo. 31 Tahun 2004 tentarng Perikanan
dalam jurnal ini dijelaskan bahwa implemaniasi penagakan hukum pidana
terhadap praktik illegal fishing dikabupaten raja ampat berdasarkan UL Mo. 45
fahun 2009 tantang perubahan UU Mo, 31 tahun 2004 fenfang perikanan
belum dapat dimpelementasikan secara baik karena Sarana Prasarana
Satpolairud Raja Ampat yang tidak mamadai dengan luas wilayah yang besar.
Sehingga aparat hukum mengalami kendala dalam upaya panagakan hukum
di wilayah perairan Raja Ampat Faktor kebudayaan, yakni sabagai hasil
karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam
pergaulan hidup. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasi karya, cipta dan
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rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Fakia
bahwa Satpolairud Raja Ampat tidak dilengkapi dengan sarana dan
prasarana memadai dapat mempengarufi  efektifitas  hukum Sepert
dijelaskan oleh Soerono Soekanto bahwa aparat hukum haruslah dibekali
oleh sarana dan prasaranan yang cukup sehingga dapat menunjang
penegakan hukum. Bahwa hanya ada 3 unit speed boat yang tersedia wniuk
Satpolairud Raja Ampat sedangkan luas wilayah Raja Ampat yang tidak kecil
yaitu seluas =6 084 5 km2. Sehingga Satpolairud hanya dapat melakukan
patrali rutin disekitar Waisai sampai dengan Pulau Pivanama dan tidak dapat
menjangkau areéa-area pulau terdalam |ainnya dikaranakan faktor cuaca yang
cepat berubah dan mempengarnuhi tinggi gelombang lauf. Conmtohnya jarak
yang harus ditempuh oleh Satpolairud jika ingin malakukan patroli di Pulau
Ayau membutuhkan waktu 7-8 jam selain itu Satpolairud juga harus melewati
laut lepas untuk sampai kepada pulau-pulau terdalam tersebut.

Keempat, karya panelitian firman J.5. Sarkol (2017) dalam jurnalnya
yang barjudul tinjauan yuridis mengenai tindak pidana penangkapan ikan
dengan bahan kimia di wilayah zee indonesia (UU noa. 31 tahun 2004 jo UU
mic. 45 tahun 2008) manjelaskan bahwa Kagiatan findak pidana panangkapan
ikan telah membeérikan banyak kerugian bagi Megara sehingga pameriniah
Indonesia malalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mealakukan upaya
penegakan hukum yang di dasari oleh UndangUndang NMomor 31 Tahuon 2004
feniang perkanan jo, Undang-Undarg MNomor 45 Tahwn 2009 telah
membarikan landasan hukurm yang kuat, sehingga melalui kerja sama antara
THI AL, Polisi Air, BAKAMLA, THNI AU, dan PPN dapat mengurangi tindak
pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia.

Kelima, karya penelitian Hobby Sinaga (2021) dalam skripsinya yang
berjudul Implementasi undang-undang nomor 32 tahun 2008 tentang
perlindungan dan pangelolaan lingkungan hidup ditinjau dan figih siyasah
(studi kasus: keramba jaring apung di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun)
mendeskripsikan bahwa implemantasi Undang-Undang Momar 32 Tahun
2009 Tentarng Perindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup di Keramba
Jaring Apung (KJA) yang ada di Desa Tigaras belum berjalan dengan baik,
banyak yang belum telaksana sesuai dengan asas, fujuan dan ruang
lingkupnya. Perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seharusnya
dilaksanakan mengacu berdasarkan asas, tujuan dan ruang lingkup yang
sudah di buat nyatanya tidak terlaksana sebagaimana meastinya.

Kesnam, karnya penelitian Wahyw Lukito (2022) dalam jurnalnya yang
berudul Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus llegal Logging (Studi Kasus
Polres Rembang) menerangkan bahwa aUpaya panegakan hukum lingkungan
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hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok
dalam hukum pidana ni diiuangkan dalam undang-undang yang sedikit
banyak mempunyai peran onfuk melakukan rekayasa sosial [social
enganaering). yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana (criminal act),
pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (sanction) baik pidana maupun tata-
tertib. Sesuai dengan tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum
lingkungan mengandung pula fujuan pembabaruan masyarakat Hukum
sebapai alat rekayasa sosial sangat penfing dalam hukwm lingkungan.
Kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam berbagai
peraiuran perundang-undangan salain UUFPLH dan KUHP. Dengan melihat
kenyataan yang ada, di mana makin banyaknya kasus flegal logging yang
terjadi, hal ini mangindikasikan bahwa kurang tegas sera rendahnya hukum
yang ada dalam menangani kasus illegal logging feradi di Kabupaten
Reambang.

Ketujuh, karya penaliian Ullyl Vaizatul Viananda Masruraoh (2021)
dalam skripsinya yang barjudul Implementasi pasal 13 wndang-undang nomor
32 tahun 2009 tenfang perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
ferhadap pancemaran akibat limbah industri perspakiif figh siyasah (Studi di
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokero) memberikan penjelasan bahwa
adanya UU Momor 32 tahun 2008 tentang perindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sebagai upaya pemerintah dasrah dalam meanangani
pengandalian pencamaran lingkungan limbah akibat kegiatan industri sudah
berjalan dengan sangat baik hal imi dapat dilihat dar capaian kinerja Dinas
Lingkurgan Hidup di t@hun 2020 Diras Lingkurngan Hidup sera standard
opearating prosedure yang jelas akan pelaksanaannya, namun belum barjalan
maksimal karena dilihat dari kendala yang terjadi dalam pelaksansan
pengawasan atas pelanggaran peananggung jawab usaha dan segi sumber
daya manusiaanggaran dan sarana prasarana. Hal ini merupakan faktor
akibat dari penanggung jawab usaha terhadap pangelolaan air limbah yang
melampaui baku mutu di karenakan penanggung jawab wusaha fidak
memparhatikan panerapan penggunaan IPAL yang layak dan meamadai.

Kedelapan, karya penelian DARWIANIS, S.Sos., MH dalam
jumalnya yang berjudul Implementasi UL no. 32 tahun 2000 tentang
pengalalaan lingkungan hidup terhadap pancamaran air oleh pabrik karet di
Kola Padang™ mendeskripsikan bahwa pemerintah Kota Padang telah
melakukan sosialisasi U Mo, 32 Tahun 2009 fentang Pencemaran Air dan
perafuran perundang-undangan yang fterkaif lainnya. Sedangkan darn
pelanggaran yang terjadi masih dapat dikategorikan sebagai pelanggaran
administrative. Dasar penetapan kategori pelanggaran ini telah dijabarkan
malalui instrumen hukum yang telah dibuat oleh peamerintah antara lain adalah
dengan meangeluarkan Peraturan Gubamur Sumatera Barat Mo. 19 Tahun
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201 6. Dilihat dari panagakkan hukumnya, secara umum masih belum optimal
dan konsisten. Sulitnya penegakkan hukum lingkungan hidup secara
konsisten tarkait dengan kondisi sosial-ekonomi Sumafera Barat umumnya
dan Kota Padang khususnya, yvakni persoalan sulifnya meanank invesior.

HKeszembilan, karya penelitian Kodrat Alam (2012 dalam jumalnya
yang berudul Implementasi undang-undang nomaor 32 tahun 2009 tentang
pengalalaan lingkungan hidup terhadap pencemaran limbah air oleh pabrik
kerupuk Desa Kenanga Kabupaten Indramayu berisikan menjelaskan bahwa
Dalam prakteknya Undang-Undang Momor 32 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Lingkurngan Hidup ini lagi tidak dapat terimplementasi dengan
baik dan benar dan belum mampu diterapkan kepada Pelaku usaha yang
berarah pada limbah pabrik kerupuk yang ada di dalamnya hal ini di buktikan
banyaknya pelaku usaha kerupuk yang limbah airmya tercemar namun sanksi
terhadap itu balum lagi mampu di tegakkan. Sanksi bagi pelaku untuk para
usaha yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan baik sebagai
maupun tidak disengaja maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan
pasal 98 dan 892 dalam ayat 1 menyebutkan Setiap orang yang dengan
sangaja malakukan perbuatan yang meangakibatkan dilampauinya baku mutu
udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
fahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahum dam denda paling sedikit
Rp3.000.000.000,00 (biga miliar rupiah] dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sapuluh miliar rupiah).

Kesspuiuh, karya penalitian Jestika Erika Lambonan (2020) dalam
jumalnya yang berjudul penanggulangan pencemaran lingkungan laut
meanurut undang-undang nomor 32 tahuwn 2014 tentang kelautan membearikan
gambaran meangenai Undang-Undang Momor 32 Tahun 2009 tentang
Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 14.
Pencamaran lingkungan hidup adalah masuk ataw dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup aleh
kegiatan manusia sehingga melampauwi baku mutu lingkungan hidup yang
felah diftetapkan. Pasal 1 angka 16. Perusakan lingkungan hidup adalah
tindakan orang yang meanimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung
terhadap sifat fisik, kimia, danfatau bhayati lingkungan hidup sehingga
melampaui kriteéria baku keresakan lingkungan hidup. Pasal 1 angka 17.
Kerusakan lingkurgan hidup adalah perubahan langsung dan'atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkurngan hidup yang
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dari latar belakang yvang telah di urai di atas penulis merasa hal ini
perdu di teliti lebih lanjuf sehingga penulis berinisiatf wniuk mengangkat
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fenomeana fersabut ke dalam suatu panelitian dalam fulisan parfama saya
sebagai mahasiswa Antropologi, Fakulias llmu Sosial dan llmu Paolitik,
Universitas Hasanuddin dengan judul penalitian “Enkulturasi UU nomor 45
fahun 2009 tentang perikanan pada nelayan di Desa Tamasaju Galesong
Utara™ samoga penalitan ini dapal menjadi bahan referensi bagi pembaca
yang lain untuk mangembangkan karya-karya selanjuinya.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah penulis deskripsikan
di atas maka dalam penalitian ini penulis mancoba untuk Menyusun rumusan
masalah yang akan menjadi pedoman sekaligus arah dari penelitian ini yakni :

1. Bagaimana pangstahuan masyarakat nelayan tentang UL Mo, 45 tahun 2009
tentang perikanan?

2. Bagaimana UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanan dijalankan, ditaati dan
dipertahankan oleh masyarakat nelayan?

3. Bagaimana dampak dari penerapan UU nomor 45 tahun 2009 terhadap tingkat
pendapatan nelayan.

1.3 Tupan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas memiliki tujuan yang handak di
capai yakni sebagai berikut :
1. Urntuk meandaskripsikan pengetahwan masyarakat nalayan tentang UL MNo. 45
fahun 2008 tentang parikanan

2. Untuk mendeskripsikan apakah UU Mo. 45 tahun 2008 tentang perikanan telah
dijalankan, ditaati, dan dipertahankan aleh masyarakat nelayan

3. Untuk mendeskripsikan dampak dar penerapan UU nomor 45 tabhun 2009
ferhadap tingkat pendapatan nelayan.

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dalam penelitan ini diharapkan berguna dan
mempunyai beberapa dampak yakni sebagai berikut :

I. Bagi akademik
Kami berharap penelitian ini dapat manghasilkan suatu dampak yang

meanyumbangkan karya-karya antropologi yang bercirkan etnografi mangenai
enkuturasi UL lingkungan hidup Mo, 45 tahun 2009 tentang perikanan yang
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dapat di jadikan sebagai pedoman untuk perkembangan ilmu pangetahuan
khususnya antroplogi terkait dengan UU Mo, 45 fahun 2008 tentang perikanan
dalam dunia akadamik.

Manfaat prakfis

Hasil panelitiaan ini di harapkan dapat barguna untuk mambantu para
pembual LI untuk memahami dampak dar UU yang mereka buat, sehingga
meraka dapat menyusun UL yang lebih afektf dan efisien dalam meancapai
fujuannya, mambantu penegak hukum urtuk memahami dangan lebih baik
makna dan tujuan dar UU, sehingga merska dapat menafsirkan dan
menarapkan UL dengan kebih tepat dan adil, dapat membantu meaningkatkan
kesadaran hukum masyarakat dengan menginformasikan kepada mereka
fentang hak dan kewajiban mereka di bawah UU, dapat membantu
meningkatkan parisipasi masyarakat dalam proses pembuatan UU dengan
membearikan maréka kesempatan unfuk menyuarakan péandapat dan
aspirasinya.

Manfaat bagi peneliti

Fenelii dapai mempelajain  hal-hal baru dan mempéardalam
pengetahuan mengenai Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang
perikanan, megatahui lebih dalam mengenai suatu karakter dan kehidupan
masyarakat khususnya nalayan. Melatih peneliti untuk memecahkan masalah
secara sistematis dan terstrukiur.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Enkulturasi Pada Masyarakat

Istilah enkulturasi sebagai suatu konsep, secara harfiah dapat
dipadankan arbinya dangan proses peambudayaan (Koenfjaraningrat 1986:
233). Enkulturasi mengacu pada proses dengan mara kuliur {budaya)
ditransmisikan dan satu generasi ke generasi barkuinya. Kita mampelajarn
kuliur, bukan mewarisinya. Kultur ditransmisikan medalui prosas belajar, bukan
melalui gan. Orang fua, kelompok, teman, sekolah, lembaga keagamaan, dan
lambaga pamerintahan merupakan guru-guru wama dibidang kulur.

Sejak masa kanak-kanak manusia telah mengalami proses
enkuliurasi, proses ini dimulai segera satelah kelahiran dan terus bearlanjut
hingga meninggal (Haviland: 1991 ). Dalam proses “pambudayaan” s&orang
individu mem pelajar dan meanyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dergan
adat-adat, sistemn norma dan peraturan-peratutan yang hidup dalam
kebudayaanya yang disebuf ankulturasi (Koantjaraningrat: 1997). Oleh karena
itu prosas enkuliurasi itu sudah dimulai dalam alam pikiran warga sesuatu
masyarakat. Mula-mula dan orang-arang didalam lingkungannya sandiri,
kemudian teman-temanya bermain. Saring sekali ia meniru saja berbagai
macam tindakan, setelah perasaan dan nilai budaya yang membern motivasi
akan tindakan meaniru itu telah di internalisasi dalam kepribadiannya. Dengan
berkali-kali meniru maka tindakannya menjadi suafu pola yang mantap dan
norma yang mengatur tindakannya “dibudayakan”™.

Sebagai contoh dapat disebut misalnya tentang gaya cara seorang
Indonesia mampelajan aturan adat Indonesia yang menganjurkan agar orang
Indonasia yang habis bepergian ke sualu tempal yang jaub, memberi “aleh-
oleh” kepada kerabalnya yang dekat dan kepada para tetangganya yang
tinggal di sekitar rumahrya. Rasa aman karena ia mempunyal banyak
hiubungan baik dengan crang-orang sekitarmnya di masa susah sehingga perlu
untuk membalas jasanya , dan nilai gotong-royong yang mearupakan maotivasi
dari tindakan mambagi-bagi “oleh-oleh” tadi, telah sajak lama, ketika ia masih
kacil, di internalisasi dalam kepribadiannya. Dalam proses sosialisasinya itu ia
felah belajar cara-cara bergaul dengan tiap individu dalam lingkungan kaum
karabat dan tetangga dekainya tadi, dan ia telah mengembangkan pola-pola
findakan yang berbeda dalam hal méenghadapi mereka ifu masing-masing.
Morma sopan-sanfun member “oleh-oleh™ tadi dibudayakan olehnya
berdasarkan ajaran mengenal sopan-santun pargaulan langsung dari orang
fuanya. Walaupun ia telah yakin sepanuhnya bahwa adat itu adalah benar dan
manfaat, namun ada satu dua di antara meareka yang tidak dibelikan oleh-olah
karena hubungan pergaulannya dengan orang-orang tersebut bukan wujud



pola-pola findakan serba ramah, melainkan canggung dan kaku.

Sudah tentu dalam suatu masyarakat ada pula individu yang
mengalami berbagai hambatan dalam proses internalisasi, sosialisasi, dan
enkuliurasinya, yang menyebabkan bahwa hasilnya kurang baik. Individu ifu
fidak dapat menyesuaikan kepribadiannya dengan lingkungan sosial
sekitarnya ., menjadi kaku dalam pergaulannya, danm condong untuk
senantiasa menghindan normma-norma dan aturan-aturan masyarakatnya.
Hidupnya penuh peristtwa konflik dengan arang lain individu-individu serupa
itu disebut deviants.

Sebelumnya para ahli antropologi kurang memperhatikan faktor
deviants ini dalam masyarakat dan kebudayaan yang menjadi objek panalitian
meraka. Mereka hanya mamperhatikan hal-hal yang barsifat umum saja yakni
yang lazim dilakukan oleh sebagian besar darn manusia dalam kebudayaan
itw. Penyimpanan dari yang tidak menunut adat yang lazim, diabaikan saja.
Sekarang, banyak ahli antropologi telah mangerti bahwa panyimpangan dari
adat yang lazim merupakan suatu faktor panting karena merupakan sumbar
dari berbagai kejadian masyarakat dan kebudayaan positif maupun negatif.
Kejadian masyarakat yang positif adalah perubahan kebudayaan (culture
change) yang menjélma ke dalam perubahan dan pembaruan dalam adai-
istiadat yang kuno. Kejadian masyarakat yang negatidt misalnya berbagai
ketegangan masyarakat yang menjglma menjadi permusuhan  antara
golongan, adanya banyak penyakit jiwa, banyaknya peristiwa bunuh dir,
kerusakan masyarakat yang manjelma menjadi kejahatan, deamaralisasi dan
sebagainya.

Jadi, prosas enkulturasi pada dasamya adalah proses penarimaan
terhadap perubahan dalam rangka pemerkayaan budaya sendin sebagai
akibat dari internalisasi dan sosialisasi yang barlangsung terus menerus. Pada
akhirnya, internalisasi dan sosialisasi yang berlangsung terus menerus itu
merasap menjadi kepribadian yang mensrima intemalisasi sehingga
dibudayakan dalam tindakan dan perilakunya. Dengan kata lain bahwa
enkulturasi merupakan proses penerusan kebudayaan dar satu generasi ke
generasi berkutnya, dimana dalam prosesnya enkulburasi dilakukan dengan
berbagai media. Media yang paling dianggap efektif adalah pendidikan.
Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam
meamparfahankan sera mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh
suatu kelompok masyarakat.

2.2 Nilai lokal pengelolaan lingkungan hidup bagi masyarakat Bugis
Makassar

Milai merupakan konsep sentral dalam antropologi. Para ahili
antraopalogi memiliki definisi dan sudut pandang yang berbeda tentang nilai,
namun sSecara umum, nilai dapal dipahami sebagai konsep yang abstrak,
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kompleks, dan multidimansi yang dianuf oleh individu atau kelompok dalam
suatu masyarakat. Milai menurut Clyda Kluckhohn 2004 (Profasor pada bidang
antropologi di Universitas Harvard) adalah Nilai adalah konsapsi, baik tersurat
maupun tersirat, yang dimiliki individu atau kelompok tentang apa yang
diimginkan. Konsepsi ini kemudian mempeangaruhi pilihan tindakan dan cara
pandang mereka terhadap dunia.

Lokal dalam antropologi mengacu pada konsep yang barkaitan dengan
fempat dan budaya tertentu. Konsap ini memiliki beberapa makna, antara |ain:

« Tempat Lokal merujuk pada swatu wilayah geografis yang spesifik,
seperti desa, kota, atau pulau.

« Budaya: Lokal merujuk pada budaya yang berkembang di suatu tempat
tertantu, yang dibentuk oleh sejarah, tradisi, dan interaksi sosial
masyarakat satempat.

« Pengetahuan: Lokal merujuk pada pengetahuwan yang dimiliki aleh
masyarakat setempat tentang tempat dan budayanya. Pengetahuan ini
dapat berupa pengetahuan tenfang lingkungan alam, sejarah, adat
istiadat, dan bahasa.

= |dantias: Lokal menujuk pada identitas yang dimiliki aleh masyarakat
setampat, yang dibentuk oleh tampat dan budayanya.

Clifford Geertiz mengartikan lokal sebagai tempat di mana makna
diproduksi dan dikonsumsi. Makna ini dibentuk oleh interaksi sosial dan budaya
masyarakat sefempat.

Meaenurut Koentjaraningrat (1887:85) Milai lokal adalah sistem nilai yang
dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu yang bersumber pada adat istiadat,
kabiasaan, dan kepéercayaan yang diwariskan sacara furun temuren. MNilai lokal
adalah pengetahuan, norma, dan nilai-nilai yang dianut olah masyarakat setampat
yang difurunkan dari genarasi ke genarasi. Milai-nilai ini biasanya berkaitan dengan
adat istiadat, tradisi, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Nilai lokal
merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dilestarikan. Milai-nilai ini
dapat membantu masyarakai dalam menghadapi berbagai tantangan dan
perubahan zaman. Milai-nilai ini biasanya berkaitan dengan adat istiadat, tradisi,
dan kepercayaan yang dianut cleh masyarakat, termasuk dalam pengelolaan
lingkungan hidup. pengelolaan lingkungan hidup adalah masyarakat Bugis
Makassar. Suku Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan memiliki banyak nilai
kearifan lokal yang berkaitan dengan pangelolaan lingkungan hidup. Milai-nilai ini
felah diwariskan turun-temurun dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat
dalam menjaga keseimbangan alam.



2.3 Nelayan dan lingkungan alam

Melayan adalah bagian dari “masyarakal pesisir” yang mata pencaharian
utamanya adalah menangkap kan dan hasil laut lainnya. Masyarakat pesisir
memiliki budaya dan tradisi yang unik, berbada dengan masyarakat di daratan.
Budaya dan fradisi nelayan dibenfuk oleh lingkungan laut dan aktivitas
penangkapan ikan (Koantjaraningrat). Melayan menuruf Mulyadi dalam bukw
ekonomi kelautan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya
fergantung largsung pada hasil lauf, baik dangan cara malakukan panangkapan
ataupun budi daya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Mo. 45 tahun 2009 Pasal
1 tentang Perikanan: “Nelayan adalafh arang yang mala pencahariannya
melakukan penangkapan ikan, sedangkan pada pasal 1 angka 11: nelayan
kacil adalah orang yang mata pencahanannya mealakukan penangkapan ikan
untuk memenuwhi kebutuhan hidup sehari-har yang menggunakan kapal
perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT)." Pambahasan
tentang nelayan dalam tataran realitas nelayan dibedakan menjadi: nelayan
pemilik (juragan), naelayan penggarap (buruh'pekarja)l dan nelayan kecil,
nelayan tradisional, nelayan gendong (nelayan angkut), dan
perusahaan/industri panangkapan ikan.

Berdasarkan delinisi dan pengertian nelayan tersebut, maka nelayan
adalah salah satu profesi yang menggantungkan kehidupannya di alam.
Dalam parspektif lingkungan, alam dianggap sebagai sisterm ekologi yang
kompleks. Alam memiliki berbagai macam kamponan yang saling barinieraksi
dan mempengaruhi Satu sama lain. Contohnya, tumbuhan membutuhkan air
dan sinar matahan wniuk melakukan [otosintesis, sedangkan hawan
meambutuhkan tumbuhan sebagai makanan. Selain itu, alam juga memiliki
kessimbangan akosistarn yang penting unfuk kelangsungan hidup semua
makhluk hidup di burmi.

Or. Benjamin White, Antropolog Kelautan: Dalam bukunya
"Ethnography of the World's Oceans.,” White menekankan peran penfing
pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki nelayan dalam memahami dan
berinteraksi dengan alam laut. Pengetahuan ini séringkali diturunkan secara
turun-temurun dan berperan penting dalam prakiik penangkapan ikan yang
berkalanjutan. Hubungan antara nelayan dan alam adalah hubunigan yang
kompleks dan saling bergantung. Orang-orang yang bekerja sebagai nalayan
memiliki hubungan yang eral dangan laut dan kehidupan laut, dan meamiliki
peran yang sangaf panting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dergan
ikan dan biota lawt lainnya.

2.4 Undang-Undang Perikanan
Dialam arti materiil, undang-undang adalah setiap kepufusan tertulis
yang dikeluarkan aleh pajabat yang berwenang yvang berisi aturan tingkah laku
yang bersifat atau mengikat secara umum. Inilah yang dimaksud dengan
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perafuran parundang-undangan (Bagir Manan 1232). Dalam arti formal,
undang-undarg adalah keputusan terulis yang diletapkan olah pemerintah
bersama parlemean sesuai dengan prasedur yang ditetapkan dalam LUD (Jimly
Asshiddigie 2006).

Secara umum ftujuan pembentukan perundang-undangan adalah
mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakal yang
diatur aleh hukum it mampercleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan
didalam kehidupan bamegara dan barmasyarakat. Oleh karena itu, salah satu
fiang utama dalam penyelenggaraan pemernntahan suatu negara hukum
adalah pembentukan paraturan parundang-undangan yang baik, karmonis, dan
mudah diterapkan dalam masyarakal. Dari banyaknya peraturan parundang-
undangan salah satu peraturan perundang-undangan ada yang mengatur
mengenai ingkungan hidup adalah UU no. 45 tahun 2009, Salah satu pasalnya
yang meambuat jera pelaku pelanggaran perusakan lingkungan hidupnya pada
pasal B85 yang berbunyi “Safiap orang yang dengan sengaja memiliki,
meanguasai, mambawa, dan‘atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau
alat bantu penangkapan ikan yang mengdanggu dan merusak kabaranjutan
sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan
Megara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dipidana dengan pidana penjara paling lama & (lima) tahun dan danda paling
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

Tujuan dalam Undang-Undang Perikanan sangat  baragam
diantaranya adalah unfuk memastikan keberadaan sumber daya ikan dan
ekosistarn lautnya lestari dan tidak punah. Ini panting untuk kebedangsurgan
hidup biota laut, para nelayan, dan juga ekonomi nasional, Undang-Undang
Penkanan di Indonasia tidak hanya berfokus pada kelestarian sumber daya
ikamn, tetapi juga berujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para nalayan,
serta mengenai kedaulatan negara atas sumber daya ikan di wilayah perairan
Indonesia merupakan aspek penting dalam Undang-Undang Perikanan.
Undang-Undang Perikanan merupakan instrumen penting wniuk mancapai
fujuan pembangunan nasional di bidang perikanan. Dangan implemeantasi yang
efekiif dan berkelanjutan, diharapkan Undang-Undang Perikanan dapat
meambearikan manfaal yang optimal bagi bangsa dan negara.

2.5 Teorn implementasi

Harm (Tahir, 2014:55), mengarikan implementasi saebagai tindakan-
findakan wyang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau
kalompok-kaelompok pemearintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian
fujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Implemaniasi merupakan
serangkaian akfivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada
masyarakat sahingga kebjakan tersebut dapat mambawa hasil sabagaimana
yang diharapkan.B Dapat dipahami bahwa implemantasi marupakan salah satu
tahap dalam kebijakan publik. Kabijakan publik dalam bentuk Undang-Undang
adalah jenis kebjakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau saring



disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Teori Implementasi menurui Edward dan Emerson, menjelaskan
bahwa terdapat empat variabal kritis dalam implementasi kebijakan publik atau
program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi
informasi, ketarsediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu terentu, sikap
dan komitmen dar pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan strukfur
birokrasi atau standar operasi mangatur tata kerja dan tata laksana.

Variabel-variabel tersebut saling berkatan satu sama lain untuk
mencapai tujuan implemantasi kabijakan peraturan. Komuonikasi berkenaan
dengan bagamana kebyjakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan
sumberdaya untuk malaksanakan kabjakan, sikap dan tanggap dar pelaku
yang terlibat, dan sfruktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumberdaya
pendukung untuk melaksanakan kebjakan yaitu sumber daya manusia,
merupakan aktor peanting dalam palaksanaan suatu kebijakan dan merupakan
potensi manusiawi yang melekat keberadaanya pada seseorang meliputi isik
maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawail yang terakumulasi
baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan
personal. Informasi merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam
implementasi  kebijakan peraturan. nformasi yang disampaikan atau
mamparancar pelaksanaan kebijakan atau program. Kewenangan
merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak wniok mangarahkan orang
lain dan hak untuk member perintah. Sikap dan komitment dari pelaksa
kebijakan paraturan.
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2.6 Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah suatu penelitian yang dilakukan maka perlu
dibuat kerangka konseptual dengan tujuan membuat arah penslitian menjadi
jalas. Berikut adalah kerangka konsepbtual darn penelitian yang harapannya
dapat memberikan gambaran tentang penalitian ini.

Undang-Undang nomaor 45 tabun 2009
fentang perikanan

Dam pak UL nomaor 45 tahun
2008 mambudaya di nelayan




